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Rumah sakit, dokter dan juga pasien didefinisikan sebagai tiga subjek hukum yang 

terlibat di dalam bidang kesehatan ini. Ketiga subjek hukum tersebut menjalin hubungan 

hukum dan juga hubungan medis yang berbentuk layanan penyembuhan, kesehatan, 

penyegahan dan juga pemulihan kesehatan.1 Rumah sakit dan dokter ialah pihak yang 

memberikan layanan kesehatan, sementara pihak pasien ialah yang mendapatkan layanan 

kesehatan. Rumah sakit dan pasien juga memiliki keterkaitan hubungan antara objek hukum 

dan subjek hukum yang ditentukan hukum, dengan demikian menyebabkan terdapatnya 

kewajiban dan juga hak. Hak dari pasien ialah sebagai pihak yang mendapatkan layanan 

kesehatan, sedangkan rumah sakit ialah pihak yang menyediakan layanan kesehatan dalam hal 

melaksanakan perawatan. Hubungan hukum yang terjalin antara pihak rumah sakit dan juga 

pasien tersebut pada dasarnya dilaksanakan peraturan dalam sebuah kontrak atau perjanjian, 

yang mana pihak rumah sakit memiliki kewajiban guna menyediakan layanan kesehatan yang 

layak berdasarkan pada standar ukuran layanan kesehatan. Terdapatnya perjanjian tersebut, 

dengan demikian keterkaitan hubungan yang terjalin antara pihak rumah sakit dengan pihak 

pasien tersebut menyebabkan munculnya suatu perikatan. 

Secara umum, malpraktik didefinisikan sebagai konsekuensi atas sikap yang tidak peduli, 

kurang hati-hati, kurang keterampilan, dan kelalaian dalam menjalankan tugas profesi, yang 

berbentuk pelanggaran yang dilaksanakan secara sengaja, pelanggaran etika dan hukun yang 

didefinisikan sebagai layanan kesehatan yang merugikan ataupun mengecewakan pada pihak 

pasien. Malpraktik secara umum merujuk pada terminology kata “mal” yang mengandung 

makna “salah”, “cacat” atau “buruk” dan “praktik” memiliki makna “pelaksanaan” atau 

“tindakan”, dengan demikian istilah malpraktik didefinisikan sebagai tindakan atau 

pelaksanaan yang tidak tepat atau salah. Pada dasarnya, malpraktik didefinisikan sebagai 

bentuk dari medical malpractice, yakni medical negligence dikenal dengan istilah kelalaian 

medik. 

Ketentuan berkenaan dengan malpraktik kedokteran tidak secara khusus ditentukan di 

dalam UUPK, akan tetapi Pasal 66 UUPK memiliki makna kalimat yang merujuk terhadap 

kesahalan praktik yang dilaksanakan oleh pihak dokter, yakni “setiap orang yang mengetahui 

atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik 

kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran Indonesia”. Norma semacam ini sekedar menyediakan dasar hukum guna 

melaksanakan pelaporan pada dokter kepada organisasi profesi bilamana terjadi suatu indikasi 

tindakan yang dilaksanakan oleh dokter yang menyebabkan timbulnya kerugian, bukan sebagai 

bentuk guna melakukan penuntutan ganti rugi berkenaan dengan tindakan yang dilaksanakan 

 

 



oleh dokter. 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Malpraktik, Kedokteran. 
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Analysis of Medical Malpractice Cases in Supreme Court Decision Number 

3004 K/Pdt/2014 

 

M Rifad Akbar 

Faculty Of Law, Islamic University Of Malang 

 

Hospitals, doctors and patients are defined as three legal subjects involved in this health 

sector. The three legal subjects establish legal and medical relations in the form of healing, 

health, prevention and health restoration services. Hospitals and doctors are parties that 

provide health services, while patients are those who receive health services. Hospitals and 

patients also have a relationship between legal objects and legal subjects determined by law, 

thereby causing obligations and rights. The right of the patient is as a party that receives health 

services, while the hospital is a party that provides health services in terms of carrying out 

treatment. The legal relationship that exists between the hospital and the patient is basically 

carried out by the rules in a contract or agreement, in which the hospital has an obligation to 

provide proper health services based on health service standards. The existence of this 

agreement, thus the relationship that exists between the hospital and the patient causes the 

emergence of an agreement. 

 

In general, malpractice is defined as a consequence of indifference, carelessness, lack of 

skills, and negligence in carrying out professional duties, in the form of intentional violations, 

ethical and legal violations which are defined as health services that harm or disappoint the 

public. patient side. Malpractice in general refers to the terminology of the word "mal" which 

means "wrong", "defective" or "bad" and "practice" means "implementation" or "action", thus 

the term malpractice is defined as an action or implementation that is not appropriate or 

wrong. Basically, malpractice is defined as a form of medical malpractice, namely medical 

negligence known as medical negligence. 

 

Provisions regarding medical malpractice are not specifically specified in the UUPK, 

but Article 66 UUPK has the meaning of a sentence that refers to the wrong practice carried 

out by a doctor, namely "everyone who knows or has an interest in being harmed by the actions 

of a doctor or dentist in carrying out a medical practice." medicine can complain in writing to 

the chairman of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council. This kind of norm 

simply provides a legal basis for carrying out reports on doctors to professional organizations 



when there is an indication of an action carried out by a doctor which causes harm, not as a 

form of seeking compensation in relation to actions carried out by a doctor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana 

disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

tertanggal 10 November 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf 

kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan 

keluarganya. Untuk menghasilkan tingkatan kesehatan sebaik mungkin, usaha untuk 

menyelenggarakan layanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang berbentuk 

layanan kesehatan yang memiliki mutu wajib untuk diadakan, guna melangsungkan 

layanan kesehatan tersebut, keberadaan tenaga medis menjadi sangat diperlukan. Seorang 

individu dinyatakan sebagai seorang tenaga medis bilamana mempunyai keterampilan, 

pengetahuan dan wawasan dalam hal dalam kesehatan.1 Layanan kesehatan yang 

dilaksanakan tenaga medis ini dilangsungkan pada rumah sakit, tenaga medis yang 

dimaksud yaitu dokter. 

Dokter didefinisikan sebagai seorang tertentu yang sudah menyelesaikan pendidikan 

kedokteran yang memperoleh wewenang guna melaksanakan praktik kedokteran untuk 

usaha menyediakan layanan kesehatan.2 Sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran (UUPK) sebagai dasar hukum untuk 

profesi kedokteran serta menyelenggarakan praktik kedokteran selain termaktub dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan (UUK). Orientasi dari UUPK 

ini ialah guna menyediakan perlindungan hukum untuk tenaga medis yakni dokter dalam 

melaksanakan layanan kesehatan serta untuk pasien yang mendapat layanan kesehatan 

 
1 J. Guwandi, 2011, Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability, Jakarta, Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia, hlm. 1. 
2 Benyamin Lumenta, 1989, Pasien, Citra, Peran Dan Perilaku, Yogyakarta, Kanisius, hlm.81. 



yang layak. 

Rumah sakit, dokter dan juga pasien didefinisikan sebagai tiga subjek hukum yang 

terlibat di dalam bidang kesehatan ini. Ketiga subjek hukum tersebut menjalin hubungan 

hukum dan juga hubungan medis yang berbentuk layanan penyembuhan, kesehatan, 

penyegahan dan juga pemulihan kesehatan.3 Rumah sakit dan dokter ialah pihak yang 

memberikan layanan kesehatan, sementara pihak pasien ialah yang mendapatkan layanan 

kesehatan. Rumah sakit dan pasien juga memiliki keterkaitan hubungan antara objek 

hukum dan subjek hukum yang ditentukan hukum, dengan demikian menyebabkan 

terdapatnya kewajiban dan juga hak. Hak dari pasien ialah sebagai pihak yang mendapatkan 

layanan kesehatan, sedangkan rumah sakit ialah pihak yang menyediakan layanan 

kesehatan dalam hal melaksanakan perawatan. Hubungan hukum yang terjalin antara pihak 

rumah sakit dan juga pasien tersebut pada dasarnya dilaksanakan peraturan dalam sebuah 

kontrak atau perjanjian, yang mana pihak rumah sakit memiliki kewajiban guna 

menyediakan layanan kesehatan yang layak berdasarkan pada standar ukuran layanan 

kesehatan. Terdapatnya perjanjian tersebut, dengan demikian keterkaitan hubungan yang 

terjalin antara pihak rumah sakit dengan pihak pasien tersebut menyebabkan munculnya 

suatu perikatan. 

Pihak pasien yang berkunjung menuju rumah sakit guna melaksanakan pemeriksaan 

kesehatan akan bertemu dengan dokter yang sejalan dengan keahlian yang dimilikinya. 

Kunjungan dari pihak pasien menuju rumah sakit guna bertemu dengan pihak dokter, dalam 

konteks hukum bisa dinyatakan sebagai suatu permintaan. Kemudian dokter akan 

mendengarkan beberapa keluhan yang ada pada pihak pasien yang datang itu. Sesudah 

pihak pasien menginformasikan berkenaan dengan keluhan yang dialami mengenai 

 
3 Veronica Komalawati, 1998, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Jakarta, Pustaka Sinar 

Harapan, hlm. 77. 



keadaan kesehatan, lalu pihak dokter akan melangsungkan suatu pemeriksaan. Selama 

dilaksanakannya pemeriksaan tersebut, maka berlangsungnya kegiatan Tanya jawab yang 

berlangsung antara pihak pasien dan pihak dokter yang di dalam istilah kedokteran dikenal 

dengan istilah anamesis.4 Tanpa menyadari, dengan terdapatnya proses anamesis tersebut 

sudah berlangsung suatu keterkaitan hubungan yang dikenal dengan penerimaan yang 

dilaksanakan oleh pihak dokter, dengan demikian dalam konteks semacam ini sudah 

berlangsung sebuah penerimaan dan permintaan, yang akhirnya akan memunculkan suatu 

perjanjian atau doktrin ilmu hukum yang didefinisikan sebagai suatu perjanjian terapeutik. 

Suatu perjanjian terapeutik dilangsungkan dengan memperlibatkan pihak pasien 

dengan tenaga medis atau dokter. Baik pihak pasien dan juga tenaga medis atau dokter itu 

diwajibkan untuk melangsungkan suatu perjanjian terapeutik secara bertanggung jawab 

penuh serta menjalankan kewajiban yang diembannya. Usaha yang wajib untuk 

dilaksanakan oleh tenaga medis atau dokter dalam melaksanakan tugasnya ialah guna 

melaksanakan penyelamatan pasien baik itu berbentuk tindakan terapeutik, diagnostik, 

preventif, dan juga rehabilitatif.5 Supaya segala tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga 

medis atau dokter tersebut berlangsung secara baik, dengan demikian seluruh tindakan 

yang dilaksanakan tenaga medis atau dokter wajib untuk memperoleh persetujuan yang 

berasal dari pihak pasien.6 

UUK, UUPK, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan No.290/Menkes/Per/III/2008 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, memperjelas bahwa sebelum tenaga medis atau 

dokter tersebut melaksanakan tindakan medis pada pihak pasien, maka dokter tersebut 

diwajibkan untuk memperoleh persetujuan penanganan medis atau yang didefinisikan 

 
4 Aisyah Ayuningtyas. N.I.P, dkk, Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Rekam Medis Dengan 

Kelengkapan Lembar Anamnesa Oleh Bidan Di Bangsal Kebidanan Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul, Jurnal 

Permata Indonesia Volume 6, Nomor 2, November 2015, hlm. 2. 
5 Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 56. 
6 Cecep Triwibowo, 2014, Etika Dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Nuha Medika, hlm. 72. 

 



sebagai (informed consent) yang berasal dari pihak pasien yang menerima layanan 

kesehatan, sebab bila persetujuan penanganan atau (informed consent) tersebut tidak ada, 

dengan demikian yang bisa dipersalahkan atau yang harus bertanggung jawab berkenaan 

dengan tindakan yang dilaksanakan pada pihak pasien. Persetujuan penanganan atau 

(informed consent) didefinisikan sebagai sebuah pernyataan setuju atau suatu izin yang 

didapatkan dari pihak pasien yang disediakan dengan rasional, bebas dan juga sadar 

sesudah mendapatkan informasi yang akurat, lengkap dan juga valid yang didapatkan 

berdasarkan pada penjelasan yang dilaksanakan oleh dokter berkenaan dengan tindakan 

medis yang akan didapat dan juga penyakit yang dideritanya.7 Merujuk pada Pasal 3 

Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 berkenaan dengan Persetujuan Tindakan 

Kedokteran (informed consent) bisa didapatkan secara tertulis ataupun secara lisan, akan 

tetap untuk tindakan medis yang memiliki risiko yang besar, pihak dokter diwajibkan untuk 

memberi pernyataan tertulis pada pihak keluarga pasien ataupun pasien tersebut. 

Bilamana dalam praktek pelaksanaan tindakan medis tersebut dijumpai suatu situasi 

atau kondisi gawat darurat yang biasa dijumpai oleh dokter, maka pihak dokter tersebut 

harus melaksanakan tindakan dengan tepat dan cepat guna menyelamatkan pasien. 

Keadaan semacam ini membuat pihak dokter tidak berkesempatan memberi (informed 

consent) secara lisan ataupun tertulis pada pihak keluarga pasien ataupun pasien. Walaupun 

adanya (informed consent) ini mendesak diperlukan guna melindungi kepentingan dan juga 

hak, baik yang diperuntukkan pada pihak dokter ataupun pihak pasien, akan tetapi hal 

semacam ini tidak diperbolehkan sebagai penghambat untuk pihak dokter dalam 

melaksanakan penyelamatan pada pasien. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 4 ayat 

(1) Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 berkenaan dengan Persetujuan Tindakan Medis 

 
7 Y.A Triana Ohoiwutun, 2009, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Malang, Cetakan Kedua, Bayu 

Media Publishing, hlm.37. 



yang memperjelaskan bahwa di dalam situasi yang sifatnya gawat darurat guna 

menyelamatkan pasien dari kecacatan atau kematian, dengan demikian tidak dibutuhkan 

persetujuan tindakan medis. 

Sesudah pihak pasien mendapatkan pemeriksaan kesehatan, lalu pihak tenaga medis 

atau dokter akan memberi isi rekam medis pada pasien tersebut. Pengaturan berkenaan 

dengan rekam medis tersebut bisa dijumpai pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran yang menjelaskan bahwa tiap dokter gigi 

ataupun dokter pada umumnya dalam melaksankaan praktik kedokteran diharuskan 

membuatkan rekam medis. Makna dari rekam medis tersebut berdasarkan pada penjelasan 

dari Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran ialah suatu berkas yang berisi dokumen 

ataupun catatan mengenai indentitas diri dari pihak pasien, tindakan, pengobatan, 

pemeriksaan, serta layanan lainnya yang sudah diserahkan pada pihak pasien. 

Sekarang ini semua bentuk dari tindakan yang dilaksanakan oleh dokter yang 

disebabkan oleh keteledoran serta secara sengaja tidak menyediakan  srasa spuas spada spasien 

sdipersepsikan sdengan smalpraktek. sKelalaian sberkenaan sdengan slayanan smedis sterjadi 

sdisebabkan soleh stindakan sdari sseorang sdokter stertentu syang sberbentuk smenyediakan 

slayanan smedis ssebagaimana syang stidak sdijanjikan. sKonsekuensi sdari skelalaian syang 

sdilaksankaan soleh stenaga smedis satau sdokter skarena swanprestasi satau smenyalahi sorientasi 

sdari sperjanjian sterapeutik. sTidak shanya situ, stindakan smalpraktik smedis sdisebabkan soleh 

stindakan syang sdilaksanakan soleh spihak sdokter sdengan ssecara sbertindak spasif sataupun saktif 

ssecara skesengajaan satau skealpaan syang sberlawaan sdengan shak syang sada spada sorang slain, 

sdengan sdemikian sperbuatan ssemacam sini sialah ssuatu sperbuatan syang sbertentangan sdengan 

shukum. 

Secara sumum, smalpraktik sdidefinisikan ssebagai skonsekuensi satas ssikap syang stidak 

speduli, skurang shati-hati, skurang sketerampilan, sdan skelalaian sdalam smenjalankan stugas 



sprofesi, syang sberbentuk spelanggaran syang sdilaksanakan ssecara ssengaja, spelanggaran setika 

sdan shukun syang sdidefinisikan ssebagai slayanan skesehatan syang smerugikan sataupun 

smengecewakan spada spihak spasien. sMalpraktik ssecara sumum smerujuk spada sterminology 

skata s“mal” syang smengandung smakna s“salah”, s“cacat” satau s“buruk” sdan s“praktik” smemiliki 

smakna s“pelaksanaan” satau s“tindakan”, sdengan sdemikian sistilah smalpraktik sdidefinisikan 

ssebagai stindakan satau spelaksanaan syang stidak stepat satau ssalah. sPada sdasarnya, smalpraktik 

sdidefinisikan ssebagai sbentuk sdari smedical smalpractice, syakni smedical snegligence sdikenal 

sdengan sistilah skelalaian smedik.8 

Ketentuan sberkenaan sdengan smalpraktik skedokteran stidak ssecara skhusus sditentukan 

sdi sdalam sUUPK, sakan stetapi sPasal s66 sUUPK smemiliki smakna skalimat syang smerujuk 

sterhadap skesahalan spraktik syang sdilaksanakan soleh spihak sdokter, syakni s“setiap sorang syang 

smengetahui satau skepentingannya sdirugikan satas stindakan sdokter satau sdokter sgigi sdalam 

smenjalankan spraktik skedokteran sdapat smengadukan ssecara stertulis skepada sketua sMajelis 

sKehormatan sDisiplin sKedokteran sIndonesia”. sNorma ssemacam sini ssekedar smenyediakan 

sdasar shukum sguna smelaksanakan spelaporan spada sdokter skepada sorganisasi sprofesi 

sbilamana sterjadi ssuatu sindikasi stindakan syang sdilaksanakan soleh sdokter syang smenyebabkan 

stimbulnya skerugian, sbukan ssebagai sbentuk sguna smelakukan spenuntutan sganti srugi 

sberkenaan sdengan stindakan syang sdilaksanakan soleh sdokter. 

Seperti ssalah ssatu skasus sberkenaan sdengan smalpraktik smedis syang sberlangsung spada 

swilayah shukum sBandung sdalam sPerkara sNomor s281/Pdt.G/2012/PN sBdg shingga stingkatan 

skasasi sdengan snomor sperkara s3004 sK/Pdt/2014 satas snama sAgus sRamlan s(Pemohon sKasasi). 

s sAwal smula skronologinya sberlangsung skejadian smalpraktik smedis sdi stahun s1992, sPemohon 

sberkunjung ske sRumah sSakit sRajawali s(Termohon sII) suntuk sberobat, sdisebabkan soleh 

 
8 Bambang Heryanto, Malpraktik Medis dalam Perspektif Hukum, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 

No. 2 Mei 2010, hlm. 154. 



sterjadinya sgangguan suntuk spenglihatan smata ssebelah skiri sdari spemohon syang smenjadi 

smerah, sakan stetapi spada swaktu situ sseperti syang sdiklaim soleh spemohon, skedua smata sdari 

spemohon stersebut smasih smampu suntuk smemandang ssecara snormal sdan smata s syang ssebelah 

skanan smasih snormal. 

Pemohon syang sdalam susaha suntuk smelaksankaan spemeriksaan sberkenaan sdengan 

smata ssebelah skiri stersebut ske srumah ssakit srajawali, smelaksankaan sprosedur syang sada sdi 

srumah ssakit stersebut, syaitu smelakukan sregistrasi slalu sdiberikan sarahan soleh spetugas sagar 

sproses spengobatan stersebut sdilayani soleh stermohon sI syang sdisebut sdengan sahli suntuk 

sspesialis smata. sTermohon sI stersebut ssudah smelaksankaan spemeriksaan sserta spengobatan 

spada spemohon stersebut, syakni sdengan smemberi stablet sserta sobat stetes smata, syang smana 

sbahwa spemohon stersebut stidak stahu satau smungkin stidak spernah smerasa sdiinformasikan soleh 

spihak srumah ssakit satau stermohon sI sberkenaan sdengan sjenis sobat sapa syang sdiberikan spada 

spasien soleh stermohon sI stersebut, sakan stetapi sapa syang sdirasakan satau sdialami soleh spemohon 

stersebut sialah sbahwa sobat situ stidak smenghasilkan sperubahan sterhadap skesehatan smata sdari 

spasien stersebut. 

Perawatan smata sdengan srawat sjalan sterus sdilakukan sPemohon sdari stahun s1992 

ssampai sdengan stahun s1996 s(4 sTahun), spada skurun swaktu stersebut sdiberitahukan soleh 

sTermohon sI sdalam srangka sperawatan sdan spengobatan smata sPemohon, sPemohon 

sdiperintahkan soleh sTermohon sI sagar stidak sperlu smelakukan spendaftaran sdi sbagian 

spendaftaran sRumah sSakit sRajawali ssebagaiman sbiasanya, smelainkan sdiminta sagar slangsung 

smenemui sTermohon sI ssaja sselama smata sPemohon smasih stidak sdapat smelihat. 

Dalam sseluruh sproses sperawatan sPemohon stidak spernah smendapatkan sinformasi sbaik 

sdari sTermohon sI, sTermohon sII, sdan sTermohon sIII, smengenai sperawatan sataupun sisi sdari 

srekam smedis sselama sperawatan syang sdijalani sPemohon. sSebaliknya, sketika sPemohon 

smenanyakan skondisi sdirinya syang smalah ssemakin smemburuk, sPemohon stidak sdiberikan 



sinformasi smelainkan sdianggap stidak sdapat smenerima ssuratan snasib, sserta sdisebut smemiliki 

spenyakit slain syang stetap stidak sdibuktikan soleh spemeriksaan sdokter smanapun. 

Pada stahun s2004, sPemohon stelah smencoba smencari skeadilan sdengan smengajukan 

sgugatan smalpraktek skedokteran sNomor s337/Pdt.G/2004/PN sBdg, sdengan sputusan syang 

smenyatakan sbahwa sgugatan sPemohon stidak sdapat sditerima. sTetapi sdalam sproses 

spersidangan stersebut, sterbukalah ssuatu sfakta sbahwa srekam smedis sdari sPemohon stelah 

sdimusnahkan soleh sTermohon sI sdan sTermohon sII. sItulah smengapa sPemohon stidak sdapat 

smengajukan sbukti sformil sberupa srekam smedis syang smenjadi shaknya ssebagai spasien. sHingga 

sPada stahun s2012, sPemohon skembali smencari skeadilan sdengan smengajukan sgugatan sNomor 

s281/Pdt.G/2012/PN sBdg. smerupakan sperkara sperbuatan smelawan shukum sberupa 

spemusnahan srekam smedis ssecara smelawan shukum syang smerugikan sPemohon skarena 

smenyababkan stidak sdapat sdibuktikannya sperkara sNomor s337/Pdt.G/2004/PN sBdg. 

Merujuk spada suraian slatar sbelakang spenelitian syang sdisajikan stersebut sdi satas, suntuk 

speneliti smemiliki sketertarikan sguna smelaksanakan spenelitian slebih smendalam, sdengan 

sdemikian speneliti smengambil sjudul spenelitian s“Analisis sKasus sMalpraktik sMedik sPada  

sPutusan sMahkamah sAgung sNomor s3004 sK/Pdt/2014”. 

 

B. Rumusan sMasalah 

Merujuk spada suraian slatar sbelakang spenelitian syang sdisajikan stersebut sdi satas, sdengan 

sdemikian speneliti smelaksanakan spenentuan sperumusan spermasalahan spenelitian 

ssebagaimana sdi sbawah sini: 

a. Apa sakibat shukum sdari spemusnahan srekam smedis sterhadap spasien smenurut sputusan 

sMahkamah sAgung sNomor s3004 sK/Pdt/2014? 

b. Apakah syang smenjadi spertimbangan sMahkamah sAgung sdalam smemutus sperkara 

smalpraktik smedis sdalam sPutusan sMA sNo. s3004 sK/Pdt/2014? 



 

C. Tujuan sPenulisan 

Merujuk spada sperumusan spermasalahan spenelitian syang sdisajikan stersebut sdi satas, 

sdengan sdemikian stujuan sdari spelaksanaan spenelitian sialah ssebagaimana sdi sbawah sini: 

1. Guna smelaksanakan spenganalisisan, spengetahuan sserta spemahaman smengenai sakibat 

shukum sdari spemusnahan srekam smedis sterhadap spasien smenurut sputusan sMahkamah 

sAgung sNomor s3004 sK/Pdt/2014. 

2. Guna smelaksanakan spenganalisisan, spengetahuan sserta spemahaman sdari spertimbangan  

syang sada spada sMahkamah sAgung suntuk smelaksankaan spemutusan sperkara syang 

sberkenaan sdengan smalpraktik smedis sdalam sPutusan sMA sNo. s3004 sK/Pdt/2014. 

 

D. sManfaat sPenulisan 

Merujuk spada suraian stujuan sdari spelaksanaan spenelitian syang sdisajikan stersebut sdi 

satas, sdengan sdemikian speneliti sberharap smanfaat sdari spelaksanaan spenelitian ssebagaimana 

sdi sbawah sini 

1. Manfaat sTeoritis 

Hasil sdari spelaksanaan spenelitian sini ssecara steoritis sdiperharapkan suntuk smenyediakan 

ssumbangan spemikiran sdan skeilmuan suntuk sberkembangnya sbahan srujukan sdan sjuga 

silmu spengetahuan sguna smelaksankan spengkajian sserta spenelitian syang slebih 

smendalam smengenai stema syang sberkenaan sdengan spokok sbahasan ssemacam sini. 

 

 

2. Manfaat sPraktis 

Hasil sdari spelaksanaan spenelitian sini ssecara spraktis sdiperharapkan smampu smemberikan 

smanfaat suntuk sseluruh spihak, skhususnya suntuk spihak syang sada spada shukum syang 

sberkenaan sdengan skesehatan sdalam susaha suntuk smelaksanakan spenegakan shukum syang 



sada sdi sNegara sIndonesia, sserta smerealisasikan sNegara syang ssejahtera sdan sjuga sadil. 

 

E. sKegunaan sPenulisan 

1. Bagi sPenulis s 

Hasil sdari spelaksanaan spenelitian sini smemiliki sharapan suntuk smampu smenyediakan 

spengetahuan sdan sjuga swawasan suntuk speneliti sserta smenjadikan spedoman satau 

sacuan suntuk sbidang silmu shukum sdalam susaha suntuk smemperluas swawasan sserta 

spengetahuan smengenai sstudi skasus syang ssedang sdilaksanakan spenelitian soleh 

speneliti sdan sjuga ssebagai ssalah ssatu spersyaratan spenulisan sskripsi suntuk sSarjana 

sHukum sdi sFakultas sHukum sUniversitas sIslam sMalang. 

2. Bagi sPenegak sHukum 

Hasil sdari spelaksanaan spenelitian suntuk spihak spenegak shukum sialah sguna 

smengetahui sbagaimana scara spenegakan shukum smengenai sgugatan smalpraktik 

smedik sdi sIndonesia, sdan sJuga sdiharapkan ssupaya spenegak shukum ssigap sdalam 

smenangani skasus sgugatan smalpraktik smedik sdi sIndonesia. 

3. Bagi sMasyarakat 

Penelitian sini sdiharapkan sdapat smenjadi ssuatu spelajaran sbaru sterutama sdalam spokok 

spermasalahan sgugatan smalpraktik smedis sdikemudian shari, ssehingga sdapat 

sberperan sdalam spenegakan shukum sditengah smasyarakat. 

4. Bagi sAkademisi 

Hasil sdari spelaksanaan spenelitian sini sdipergunakan ssebagai sbahan srujukan suntuk 

spihak syang smemerlukan srujukan syang sbisa sdipergunakan suntuk sbahan 

spelaksanaan spenelitian syang slebih slanjut syang sberkenaan sdengan smasalah syang 

sbertema sGugatan sMalpraktik sMedis sBerdasarkan sPerbuatan sMelawan sHukum 

s(Onrechtmatigedaad). 

 



F. Metode sPenelitian 

Penelitian sini sdidefinisikan ssebagai saktivitas silmiah syang sberlandaskan sterhadap 

spemikiran, smetode sdan sjuga ssistematika syang stujuannya sialah sguna smengungkapkan 

skebenaran sdan sjuga sfakta ssecara skonsisten, ssistematis sdan sjuga smetodologis. sSistematis 

sdidefinisikan suntuk smempergunakan ssistem syang skhusus, smetodologis sdidefinisikan suntuk 

smempergunakan scara satau smetode stertentu, sdan ssedangkan skonsisten sialah stidak sterdapat 

spermasalahan syang sberlawanan sdalam skerangkartertentu.9 

1. Jenis sPenelitian 

Jenis sdari spenelitian syang sdilaksanakan sdalam suntuk spenelitian sini sialah 

spenelitian shukum snormatif syang sdidefinisikan ssebagai spenelitian shukum sdogmatis 

satau spenelitian shukum steoritis syang sdisebabkan stidak smelaksanakan spengkajian 

smengenai spelaksanaan spengimplementasian shukum. sPenelitian s shukum snormative sini 

smeneliti sdan smengkaji spemberlakuan satau simplementasi sketentuan shukum snormatif 

s(kodifikasi, sUndang-Undang) sterhadap sPutusan sNomor s3004 sK/Pdt/2014, sbahan-

bahan spustaka, sdan speraturan sperundang- sundangan syang sberkaitan sdengan sputusan 

smalapraktik sMedik. 

2. Tipe sPenelitian 

Tipe sdari spenelitian syang sdipergunakan sdalam spelaksanaan spenelitian sini sialah 

spenelitian slegal sresearch satau spenelitian syuridis snormatif. spenelitian slegal sresearch 

satau spenelitian syuridis snormatif sdidefinisikan ssebagai spenelitian syang sberfokus suntuk 

smelaksankaan spengkajian sberkenaan sdengan spenerapan snorma-norma sataupun 

skaidah-kaidah syang sterdapat spada shukum spositif. sLebih slanjut sbahwa spenelitian 

shukum snormatif sdidefinisikan ssebagai ssuatu stipe spenelitian shukum syang 

 
9 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 

hlm. 2. 



sdilaksananakan sdengan smelaksanakan spenelitian smengenai sbahan spustaka satau sbahan 

srujukan syang sterdapat sdalam spenelitian, speneliti smelaksanakan spengkajian sberkenaan 

sdengan spertimbangan shakim sserta skonsekuensi shukum sdari sgugatan smalapraktik 

smedis sberdasarkan sPerbuatan smelawan shukum s(Onrechtmatigedaad) sputusan 

sMahkamah sAgung sNomor s3004 sK/Pdt/2014. 

3. Metode sPendekatan sPenelitian 

Terdapat sberbagai spendekatan syang sdipergunakan sdi sdalam spenelitian syuridis 

snormatif, syakni spendekatan skomparatif s(comparative sapproach), spendekatan shistoris 

s(historical sapproach), spendekatan skasus s(case sapproach), spendekatan sperundang-

undangan s(statute sapproach), sserta sdan spendekatanrkonseptual 

s(conseptualrapproach).10 

Merujuk spada spendekatan spenelitian, sdi sdalam spelaksanaan spenelitian sini 

smempergunakan sjenis spendakatan sPerundang-undangan s(statuterapproach) sserta 

spendekatan skasus s(caserapproach). sPendekatan sperundang-undangan syang sada spada 

spenelitian sini sdilaksanakan sdengan smelaksanakan spenelaahan sberkenaan sdengan 

sregulasi sdan sjuga sundang-undang syang sberkenaan sdengan spermasalahan shukum syang 

ssedang sdilaksanakan spenelitian, ssedangkan spendekatan skasus sdilakukan sdengan scara 

smelakukan stelaah sterhadap skasus-kasus syang sterkait sdengan smalpraktek smedik sdi 

sIndonesia.11 

4. Data sdan sSumber sData 

Merujuk spada spendekatan smasalah sdan sjuga spermasalahan syang sdipergunakan 

sdalam spelaksanaan spenelitian sini, sdengan sdemikian sdalam spelaksanaan spenelitian sini 

 
10 Peter Mahmud Marzuki, 2011,  Penelitian Hukum, Kencana, hlm. 133 

11 Ibid., hlm. 134. 



smempergunakan ssumber sdata sliteratur. sSementara situ, suntuk sjenis sdata syang 

sdipergunakan sialah sdata ssekunder syang sdidefinisikan ssebagai sdata syang sdidapatkan 

sberdasarkan spada sbahan spustaka sdengan scara smelaksanakan spengumpulan sdata sdari 

sbeberapa ssumber sreferensi syang smemiliki sketerkaitan shubungan sdengan spermasalahan 

syang ssedang sdilaksanakan spenelitian, syang stersusun satas: 

1) Bahan sHukum sPrimer 

Peraturan sperundang-undangan syang sberkenaan spada spenelitian sserta sberbentuk 

sputusan syang sdiperjadikan ssebagai sstudi skasus soleh speneliti, syakni ssebagaimana 

sdi sbawah sini: 

a. KitabUndang-Undang sHukumrPerdata s(KUHPerdata). 

b. Undang-Undang sNo. s29 sTahun s2004 stentang sPraktik sKedokteran. 

c. Undang-Undang sNo. s36 sTahun s2009 stentang sKesehatan. 

d. Undang-Undang sNo. s44 sTahun s2009 stentang sRumah sSakit. 

e. Undang-Undang sNo. s36 sTAHUN s2014 stentang sTenaga sKesehatan. 

f. Peraturan sMenteri sKesehatan sRI sNo.290/ sMENKES/PER/III/2008 stentang 

sPersetujuan sTindakan sKedokteran. 

g. Peraturan sMenteri sKesehatan sRI sNo. s69 sTahun s2014 stentang sKewajiban sRumah 

sSakit sdan sKewajiban sPasien. 

h. Putusan sMahkamah sAgung sNomor s3004 sK/Pdt/2014 

i. Peraturan sPerundang-Undangan slainnya syang smemiliki skaitan sdengan sobjek 

spenelitian. 

2) Bahan sHukum sSekunder 

Bahan shukum ssekunder sdidefinisikan ssebagai sbadan shukum syang smenyediakan 

spenjelasan sberkenaan sdengan sbadan shukum sprimer syang sberbentuk sliterature 

shukum. sJenis sliteratur syang sdipergunakan sdalam spelaksanaan spenelitian sini 



smencangkup smakalah  ̧ ssurat skabar, sjurnal, spenelusuran sinternet, sjurnal shukum, 

shasil skarya sdari skalangan shukum, sserta sbuku-buku shukum. 

3) Bahan sHukum sTersier 

Bahan shukum stersier sdidefinisikan ssebagai sbahan-bahan syang smenyediakan 

spetunjuk sataupun spenjelasan sberkenaan sdengan sbahan sprimer sserta sbahan shukum 

ssekunder syang smencangkup sKamus sBesar sBahasa sIndonesia s(KBBI) sserta skamus 

shukum. 

 

5. Metode sPengumpulan sData 

Metode spengumpulan sdata sdalam spenelitian sini sdilakukan sdengan scara: 

1) Studi sPustaka 

Studi spustaka sdidefinisikan ssebagai ssuatu skajian sinformasi syang stertulis syang sberkenaan 

sdengan shukum syang smerujuk sberdasarkan sbeberapa ssumber sserta sdilaksanakan 

spublikasi ssecara smeluas sdan sjuga sdipergunakan suntuk spelaksanaan spenelitian shukum 

snormatif. sStudi skepustakaan sini sdilaksanakan sguna smendapatkan sdata ssekunder 

sdengan scara smelaksanakan srangkaian saktivitas sstudi sdokumentasi sdengan scara 

smengutip sdan smembaca srujukan satau sliterature, smelaksanakan spengkajian speraturan 

sundang-undang syang smemiliki sketerkaitan shubungan spermasalahan syang ssedang 

sdilaksanakan spenelitian. 

2) Studi sDokumen 

Studi sdokumentasi sdidefinisikan ssebagai ssuatu skajian syang ssifatnya stertulis sberkenaan 

sdengan shukum syang stidak sdilaksanakan spublikasi ssecara sumum snamun 

sdimungkinkan suntuk sdipahami soleh spihak stertentu. sStudi sdokumentasi sdilaksanakan 

sdengan smelaksanakan spengkajian sberkenaan sdengan sputusan sMahkamah sAgung 

sNomor s3004 sK/Pdt/2014. 

 



6. Metode sPengolahan sData 

Data syang ssudah sdilaksanakan spengumpulan skemudian sdilaksanakan 

spengolahan sdengan scara smelaksanakan spengolahan sdata, sdengan sdemikian sdata syang 

sdidapatkan sbisa sdigunakan suntuk sproses sanalisis spermasalahan syang ssedang 

sdilaksanakan spenelitian. sDi sdalam spelaksanaan spenelitian sini, smetode spengolahan sdata 

syang sdidapatkan sialah sdengan smempergunakan sbeberapa stahapan ssebagaimana sdi 

sbawah sini: 

1) Pemeriksaan sdata sdidefinisikan ssebagai ssuatu sproses suntuk smelaksanakan 

spenelitian sulang sterhadap sdata syang ssudah sdidapatkan sdari sbeberapa ssumber 

skepustakaan syang ssudah stersedia, smelaksanakan spenelaahan sberkenaan sdengan sisi 

sdari sPutusan sMahkamah sAgung sNomor s3004 sK/Pdt/2014. sHal ssemacam sini 

sdilaksanakan sguna smemahami sapakah sdata syang ssudah sdilaksanakan spengumpulan 

stersebut stelah ssesuai, slengkap sdan sbenar sterhadap spermasalahan syang ssedang 

sdilaksanakan spenelitian. 

2) Klasifikasi sdata sdidefinisikan ssebagai ssuatu sproses sdalam smelaksanakan 

spenempatan sdata syang ssejalan sdengan skelompok syang ssudah sditetapkan ske sdalam 

sbagian sdari spokok sbahasan syang sakan ssedang sdilaksanakan spembahasan, sdengan 

sdemikian sdihasilkanlah sdata syang ssistematis sdan sjuga sobjektif sberdasarkan 

spenelitian syang ssedang sdibahas. 

3) Sistematika sdata sdidefinisikan ssebagai ssuatu sproses suntuk smelaksanakan 

spenyusunan sdata smerujuk spada surutan sdata syang ssudah sditetapkan sserta 

sberdasarkan spada sruang slingkup sdari sbahasan sdengan scara ssistematis syang 

stujuannya suntuk smemungkinkan sproses spenganalisisan sdata.12 

 

 
12 Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 182. 



 

7. Analisis sData 

Analisis sbahan shukum sdilakukan ssetelah sseluruh sbahan shukum sterkumpul skemudian 

sdianalisis ssecara syuridis snormatif. sAnalisis sdilakukan sdengan smengevaluasi snorma-

norma shukum syang sdidasarkan spada skonstitusi satas spermasalahan syang ssedang 

sberkembang ssebagai sproses suntuk smenemukan sjawaban satas spokok spermasalahan 

smelalui sbeberapa stahap ssebagai sberikut:13 

1. Mengidentifikasi sfakta shukum sdan smengeliminasi shal syang stidak srelevan sdengan 

spokok spermasalahan. 

2. Pengumpulan sbahan shukum syang srelevan sdengan spermasalahan. s 

Telaah satas spermasalahan syang sdiajukan sberdasarkan sbahan shukum syang stelah 

sdikumpulkan. s 

3. Menganalisis sPermasalahan sdengan sbahan sHukum syang stelah sdikumpulkan s 

4. Menyimpulkan spermbahasan sdalam sbentuk sargumentasi sdengan smenjawab 

srumusan spermasalahan. 

5. Mengajukan spreskripsi satas shal syang ssebenarnya sharus sdilakukan sberdasarkan 

sargumentasi syang stelah sdbangun ssecara skonsisten sdalam skesimpulan. 

Hasil sanalisis sbahan shukum skemudian sdibahas suntuk smenghasilkan sgeneralisasi 

ssehingga smemberikan spemahaman satas spermasalahan. sHal sdemikian sdimaksudkan 

suntuk smenarik skesimpulan syang sdapat sdipertanggungjawabkan sdengan smetode 

sdeduktif sdengan sberpangkal sdari sprinsip sdasar sdan smenghadirkan sobjek syang sditeliti. 

 

 
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia,1986, hlm. 42 



G. Sistematika sPenulisan 

Agar sdapat smencapai stujuan syang sdiharapkan, smaka sskripsi sdisusun sdalam s4 s(empat) 

sBab sdengan ssistematika spenulisan ssebagai sberikut s: 

 

1. BAB sI sPENDAHULUAN 

Bab sini sakan smenguraikan stentang slatar sbelakang smasalah, srumusan smasalah, 

spembatasan smasalah, stujuan spenelitian, smanfaat spenelitian, skegunaan spenelitian, 

smetode spenelitian, ssistematika spenulisan. 

2. BAB sII sTINJAUAN sPUSTAKA 

Bab sini sakan smenguraikan stentang skerangka steori syang sbersumber sdari speraturan 

sperundang-undangan sataupun sliteratur syang skeseluruhan smeliputi sTinjauan 

sUmum sTentang sHubungan sHukum sPasien, sDokter sdan sRumah sSakit, sHak sdan 

sKewajiban sPasien, sDokter sdan sRumah sSakit, sTinjauan sUmum sMengenai 

sMalpraktik sMedis, sdan sTinjauan sUmum sTentang sPutusan sHakim. 

3. BAB sIII sHASIL sPENELITIAN sDAN sPEMBAHASAN 

Dalam sbab sini, spenulis smenuangkan sdata-data shasil spenelitian syang skemudian 

sdianalisa sdengan ssistematis syang sdidukung soleh ssumber srujukan syuridis 

snormative. sHasil spenelitian syang sakan sdiuraikan sdalam sbab sini sadalah skasus 

sposisi sterhadap sputusan sMahkamah sAgung sNomor s3004 sK/Pdt/2014, sApakah 

syang smenjadi spertimbangan sMahkamah sAgung sdalam smemutus sperkara 

smalpraktik smedis sberdasarkan sperbuatan smelawan shukum 

s(Onrechtmatigedaad), sdan sakibat shukum sdari sputusan sMahkamah sAgung 

sNomor s3004 sK/Pdt/2014. 

4. BAB sIV sPENUTUP 



Bab sini sadalah sbab sterakhir syang sdidalamnya sada s2 ssub sbab, sberupa skesimpulan sdan 

ssaran. sKesimpulan sharus ssesuai sdengan spermasalahannya ssebab skesimpulan sini sdapat 

sdisebut ssebagai sringkasan sjawaban satas spermasalahan syang stelah sdirumuskan 

ssebelumnya, sKemudian sdari skesimpulan-kesimpulan stersebut sdimungkinkan spula 

stimbul shal-hal syang sperlu sdisarankan ssebagai srekomendasi sterhadap spihak-pihak syang 

sberkepentingan. 

 

H. Penelitian sTerdahulu 

1. “TINJAUAN sYURIDIS sMALPRAKTEK sMEDIS sDALAM sSISTEM sHUKUM 

sINDONESIA” 

1) Nama sPeneliti : sAmalia sTaufani 

2) Tahun  : s2011 

3) Universitas : sUniversitas sSebelas sMaret 

4) Rumusan sMasalah : s 

a. Bagaimana spengaturan smalpraktek smedis sdalam ssystem shukum sIndonesia? 

b. Bagaimana sketentuan syuridis sterhadap sterjadinya smalpraktek smedis ssesuai 

ssystem shukum sIndonesia? 

2. “ANALISIS sYURIDIS sPENTINGNYA sINFORMED sCONSENT sPADA sTINDAKAN 

sMEDIS sBERESIKO sTINGGI sYANG sDILAKUKAN sOLEH sDOKTER sDI sRUMAH 

sSAKIT sDIHUBUNGKAN sDENGAN sUNDANG-UNDANG sNO s29 sTAHUN s2004 

sTENTANG sPRAKTIK sKEDOKTERAN” 

1) Nama sPeneliti : sRicky 

2) Tahun  : s2017 

3) Universitas : sUniversitas sPasundan 

4) Rumusan sMasalah : s 



a. Bagaimana spentingnya sinformed sconsent sberkaitan sdengan stindakan smedis 

sberisiko stinggi sdihubungkan sdengan sUU sno s29 sTahun s2004 sTentang sPraktek 

sKedokteran? 

b. Bagaimana saspek syuridis sinformed sconsent ssecara stepat sdalam stanggung sjawab 

spenyelenggaraan spraktik skedokteran sagar stidak smenimbulkan sperbuatan 

smelawan shukum ssesuai sdengan sPasal s1365 sKUH sPerdata? 

c. Bagaimanakah speranan sinformed sconsent ssebagai ssuatu sperlindungan shukum 

sdalam stransaksi sterapeutik santara sdokter sdengan spasien? 

3. “ANALISIS sAspek sHukum sInformend sConsent sDalam sPerspektif sHukum sPidana sIslam 

s(Studi sAnalisis sUndang-Undang sNomor s29 sTahun s2004 sTentang sPraktik sKedokteran) 

1) Nama sPeneliti : sJulia 

2) Tahun  : s2020 

3) Universitas : sUniversitas sIslam sNegeri sRaden sPatah 

4) Rumusan sMasalah : s 

a. Bagaimana sAspek sHukum sInformend sConsent smenurut sUndang-Undang 

sNomor s29 sTahun s2004 sTentang sPraktik sKedokteran s? 

b. Bagaimana stinjauan shukum sPidana sIslam sterhadap sInformend sConsent sdalam 

sUndang-Undang sNomor s29 sTahun s2004 sTentang sPraktik sKedokteran s? 

4. “INFORMED sCONSENT sANTARA sDOKTER sDENGAN sPASIEN sDALAM 

sMELAKUKAN sTINDAKAN sMEDIS sDI sRUMAH sSAKIT sUMUM sDAERAH 

sSRAGEN” 

1) Nama sPeneliti : sTri sSetiawan 

2) Tahun  : s2009 

3) Universitas : sUniversitas sMuhammadiyah sSurakarta 

4) Rumusan sMasalah : s 



a. Bagaimana spelaksanaan sinformed sconsent santara sdokter sdan spasien sdalam 

smelakukan stindakan smedis sdi sinstalasi sbedah ssentral sRumah sSakit sUmum 

sDaerah sSragen? s 
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a. Bagaimana sdasar spertimbangan syuridis sdan sanalisis sdalam smenjatuhkan sputusan 

sNo.79/pid.sus/2011/PN.Kd.Mn sdi sPengadilan sNegeri sMadiun spada sperkara 

stindak spidana smalpraktik smedik? s 

b. Bagaimana sdasar spertimbangan syuridis sdan sanalisis sdalam smenjatuhkan sputusan 

sNo.1110K/Pid.Sus/2012 syang sdijatuhkan sMajelis sHakim sMahkamah sAgung 

spada sperkara stindak spidana smalpraktik smedik? 

 



BAB sIV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pemusnahan srekam smedis smerupakan stindakan syang ssejatinya stelah sdiatur soleh shukum. 

sAkan stetapi, sterdapat skondisi skhusus syang smenjadikan srekam smedis sdapat sdisimpan slebih 

sdari sjangka swaktu syang stelah sditentukan soleh speraturan sperundang-undangan. sKondisi 

stertentu stersebut ssalah ssatunya sialah sketika stimbul ssengketa sdalam sperjanjian sterapeutik. 

sDengan smengingat sbahwa spasal s10 sPermenkes sNo.749a/Menkes/Per/XII/1989 syang 

sberlaku ssaat sgugatan sdiajukan, smaupun sberdasarkan sPasal s11 sPermenkes sNo. 

s269/Menkes/Per/III/2008 syang sberlaku ssaat sini, sbahwa sberkas srekam smedis sadalah smilik 

ssarana spelayanan skesehatan ssedangkan sisi srekam smedis sadalah smilik spasien. sInilah syang 

smenjadikan skepemilikan sdokumen srekam smedis ssebagai skepemilikan sbersama sdan stidak 

sseorangpun syang sdapat smengahalangi spasien sdalam smengetahui sisi srekam smedisnya. 

sTindakan smemusnahkan srekam smedis suntuk smenutupi ssuatu stindakan smalpraktek 

smerupakan sbagian sdari sperbuatan smelawan shukum syang sdapat sdimintakan sganti skerugian 

smelalui sgugatan sdi spengadilan. 

2. Dalam skonteks smalpraktek smedik, sproblematika spertanggungjawaban sdokter spada 

sumumnya sdikaitkan sdengan sperbuatan smelawan shukum sPasal s1366 sdan s1364 

sKUHPerdata. sSelain sdapat sdigugat ssecara sperdata, stindakan smalpraktek smedik sjuga sdapat 

sdituntut ssecara spidana sberdasarkan sUndang-Undang sTenaga sKesehatan. sHal sini 

smenunjukkan sbahwa snegara stelah smemberikan supaya sperlindungan shukum smaksimal sbagi 

spasien sdari stindakan skelalaian satau skesalahan spelayanan smedis. sDalam sperkara syang 

stertuang sdalam sPutusan sMA sNo. s3004/K/Pdt/2014 sdiketahui sbahwa stermohon skasasi stidak 

sdapat smembuktikan sadanya sgugatan sPMH smalpraktek smedik sakibat stelah 

sdimusnahkannya srekam smedis smilik stermohon skasasi. sAtas sdasar stersebut sdapat sdiketahui 



sbahwa srekam smedis smemegang speran ssubstansial sdalam smembuktikan ssuatu stindakan 

smalpraktek syang sterjadi sdalam sperjanjian sterapeutik. sTanpa sadanya srekam smedis stersebut, 

smalpraktek smedik smenjadi shal syang ssulit suntuk sdibuktikan skebenarannya. 

B. Saran 

1. Dengan smengingat sdokumen srekam smedis smerupakan sdokumen smilik sbersama santara 

spenyedia slayanan skesehatan sdan spasien, smaka sseharusnya spemusnahan srekam smedis sharus 

sdisertai spemberitahuan srencana spemusnahan skepada spemilik sisi srekam smedis stersebut. sHal 

sini sbertujuan suntuk smendudukan spemilik sdokumen s(penyedia slayanan skesehatan) sdan 

spemilik sisi srekam smedis s(pasien) sdalam skedudukan syang ssejajar. 

2. Rekam smedis smerupakan ssuatu salat sbukti syang skuat sdalam smembuktikan sadanya stindakan 

smalpraktek smedik. sKetika sterjadi ssengketa sdalam sperjanjian sterapeutik, smaka ssudah 

sseharusnya sdokumen srekam smedis stersebut sharus sdisimpan ssampai ssengketa syang 

sbersangkutan stelah sselesai. sDalam shal sinilah spemusnahan srekam smedis sdalam skurun swaktu 

s5 s(lima) stahun stidak sseharusnya sdiberlakukan ssecara smutlak, snamun sdengan 

smemperhatikan skondisi stertentu sdan sberdasarkan spada spenilaian syang sakurat. 
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